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PROVINSIJAWATIMUR

PERATURANBUPATISIDOARJO

NOMOR 31TAHUN2020

TENTANG

PEDOMANPELAKSANAANPEMBATASANSOSIALBERSKALABESARDALAM PENANGANAN

WABAHCORONAVIRUSDISEASE2020

DIKABUPATENSIDOARJO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATISIDOARJO,

Menimbang : a. bahwasehubungandengansemakinmeluasnyapenyebaranCorona
VirusDisease2019(Covid-19)diKabupatenSidoarjo,perlusegera

diambillangkah-langkahuntukmenekandan/ataumemutusmata

rantaipenyebarandimaksud;

b. bahwadalam rangkapercepatanpenangananpenyebaranCorona
VirusDisease2019(Covid-19)yangsemakinmeluasdiwilayahJawa

Timur,telah ditetapkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor:

HK.01.07/MENKES/264/2020tentangPenetapanPembatasanSosial

BerskalaBesardiWilayahKotaSurabaya,KabupatenSidoarjo,dan

KabupatenGresik,ProvinsiJawaTimurDalam RangkaPercepatan

PenangananCoronaVirusDisease(Covid-19);

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa

dan b,perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pedoman

PelaksanaanPembatasanSosialBerskalaBesardalam Penanganan

WabahCoronaVirusDisease2019diKabupatenSidoarjo;

Mengingat : 1.Undang-UndangNomor12Tahun1950tentangPembentukanDaerah

Kabupatendalam lingkunganProvinsiJawaTimur,junctoUndang-

Undang Nomor2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah TingkatIISurabaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2730);

2.Undang-Undang Nomor4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1984Nomor

20,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3273);

3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor144,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5063);



4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor82,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor5234),sebagaimanatelahdiubahdengan

Undang-UndangNomor15Tahun2019(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2019 Nomor183,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor6398);

5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),

sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-

UndangNomor9Tahun2015(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2015 Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor5679);

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014

Nomor292,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5601);

7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor128,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

6236);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor49,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor3447);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor42,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4828);

10.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada KondisiTertentu

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor34);

11.PeraturanMenteriKesehatanNomor9Tahun2020tentangPedoman

Pembatasan SosialBerskala Besar Dalam Rangka Percepatan

PenanangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19)(BeritaNegara

RepublikIndonesiaTahun2020Nomor326);

12.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor20 Tahun 2020 tentang

PercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(Covid-19)di

LingkunganPemerintahDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia

Tahun2020Nomor249);

13.PeraturanDaerahNomor10Tahun2013tentangKetertibanUmum

danKetentramanMasyarakat(LembaranDaerahKabupatenSidoarjo

Tahun2014Nomor5SeriE);

14.PeraturanDaerahKabupatenSidoarjoNomor12Tahun2013tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 SeriE,Tambahan

LembaranDaerahKabupatenSidoarjoNomor47);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
WABAHCORONAVIRUSDISEASE2019
DIKABUPATENSIDOARJO.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
Dalam PeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1. BupatiadalahBupatiSidoarjo.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraanUrusanPemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah.

3. Pembatasan SosialBerskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBBadalah

pembatasankegiatan tertentupendudukdalam satu wilayahyangdidugaterinfeksi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah

kemungkinanpenyebaranCoronaVirusDisease2019(COVID-19).

4. BarangKebutuhanPokokadalahbarangyangmenyangkuthajathiduporang banyak

dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggisertamenjadifaktorpendukung

kesejahteraanmasyarakat.

5. Barang Penting adalahbarang strategisyang berperanpenting dalam menentukan

kelancaranpembangunannasional.

6. Pendudukadalahsetiaporangyangberdomisilidan/atauberkegiatan diKabupaten

Sidoarjo.

7. PelakuUsaha adalahsetiaporangperseoranganWargaNegara Indonesiaatau badan

usahayangberbentukbadan hukum ataubukanbadanhukum yangdidirikandan

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

melakukankegiatanusahadibidangperdagangan/jasa.

8. GugusTugasPercepatanPenangananCorona Virus Disease2019(COVID-19)yang

selanjutnyadisebutGugusTugasCOVID-19KabupatenSidoarjo adalah Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona VirusDisease2019 (COVID-19) yangdibentuk

PemerintahDaerahKabupatenSidoarjountuktingkatKabupaten.

9. Penegak Hukum adalah InstansiPemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang

melaksanakanpenegakanhukum antaralainKepolisianNegaraRepublikIndonesia,

KejaksaanRepublikIndonesia,SatuanPolisiPamongPrajaKabupatenSidoarjo.

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Peraturan Bupatiinidimaksudkan sebagaipedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka

percepatanpenangananCoronaVirusDisease2019(Covid-19)diKabupatenSidoarjo.

Pasal3
PeraturanBupatiinibertujuanuntuk:
a. membatasikegiatantertentudanpergerakanorangdan/ataubarangdalam menekan

penyebaranCoronaVirusDisease2019(Covid-19);

b. meningkatkanantisipasiperkembanganekskalasipenyebaranCoronaVirusDisease2019
(Covid-19);

c. memperkuatupayapenanganankesehatanakibatCoronaVirusDisease2019 (Covid-
19);dan



d. menanganidampaksosialdanekonomidaripenyebaranCoronaVirusDisease2019
(Covid-19).

BABIII
RUANGLINGKUP

Pasal4
RuanglingkupPeraturanBupatiinimeliputi:
a.pelaksanaanPSBB;
b.hak,kewajiban,sertapemenuhankebutuhandasarpendudukselamaPSBB;
c.sumberdayapenangananCovid-19;
d.sumberdana;
e.pemantauan,evaluasi,danpelaporan;dan
f.sanksi.

BABIV
PELAKSANAANPSBB

BagianKesatu
Umum

Pasal5
(1)PSBBdilakukandalam bentukpembatasanaktivitasluarrumahyangdilakukanolehsetiap

orangyangberdomisilidan/atauberkegiatandiwilayahKabupatenSidoarjo.
(2)SelamapemberlakuanPSBB,setiaporangwajib:

a.melakukan cucitangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau
menggunakanpembersihtangan(handsanitizer)sertamelaksanakanperilakuhidup
bersihdansehat(PHBS)dengan;

b.menggunakanmaskerdanmenjagajarak(physicaldistancing)palingsedikitdalam
rentang1(satu)meterpadasaatdiluarrumah;dan

c.melakukanisolasimandiribaikdirumahdan/atauruangisolasisesuaiprotokol
kesehatanbagi:
1. OrangTanpaGejala(OTG);
2. OrangDalam Pemantauan(ODP);
3. PasienDalam Pengawasan(PDP)dengangejalaringan;
4. OrangKonfirmasipositifdengangejalaringanatautanpagejala;

d.bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagiterduga covid-19 sesuaiketentuan
peraturanperundang-undangandibidangkesehatan.

(3)Pembatasanaktivitasluarrumahdalam pelaksanaanPSBBsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)meliputi:
a.pelaksanaanpembelajarandisekolahdan/atauinstitusipendidikanlainnya;
b.aktivitasbekerjaditempatkerja;
c.kegiatankeagamaandirumahibadah;
d.kegiatanditempatataufasilitasumum;
e.kegiatansosialdanbudaya;dan
f. pergerakanorangdanbarangmenggunakanmodatransportasi.

(4)Selain Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakanpembatasanwaktuaktivitasmulaipukul21.00WIBsampaidengan04.00
WIB.

(5)Pembatasanwaktuaktivitassebagaimanadimaksudpadaayat(4)dikecualikan:
a.kegiatanyangberhubungandengankesehatan;
b.kegiatanyangberhubungandenganaktivitasPemerintahan,TNI/Polri;
c.mobilitaspekerjaindustridenganidentitaskhusus;
d.mobilitasbarangantarKabupaten/Kota.

(6)Koordinasi,pengerahansumberdaya,danoperasionalpelaksanaanPSBBsebagaimana
dimaksudpadaayat(1),dilakukanolehGugusTugasCovid-19.



BagianKedua
PembatasanPelaksanaanPembelajarandiSekolahdan/atauInstitusiPendidikan

Pasal6
(1)SelamapemberlakuanPSBB,dilakukanpenghentiansementarakegiatandi:

a. Sekolah/Madrasah;
b. institusipendidikanlainnya;dan/atau
c. lingkungan industridalam rangka magang,Praktek Kerja Lapangan,dan/atau

kegiatanlainnya.
(2)Dalam pelaksanaanpenghentiansementarakegiatandisekolah/madrasahsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)hurufa,semuaaktivitaspembelajarandiubahpelaksanaannya
dengan melakukan pembelajaran dirumah/tempattinggalmasing-masing melalui
metodepembelajaranjarakjauhdan/atausecaravirtual.

(3)Kegiatandanaktivitaspelayananadministrasisekolah/madrasah,dikerjakandarirumah
denganbentukpelayananyangdisesuaikandengankebutuhan.

(4)Teknispelaksanaandanevaluasipembelajaransertapelayananadministrasisekolah
yangmenjadikewenanganPemerintahKabupatenSidoarjoselamapemberlakuanPSBB,
diaturlebihlanjutolehPerangkatDaerahyang melaksanakanurusanpemerintahan
bidangPendidikan.

Pasal7
(1)Institusipendidikanlainnyayangdilakukanpenghentiansementaraselamapemberlakuan

PSBBsebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat(1)hurufb,meliputi:
a.lembagapendidikantinggi;
b.lembagapelatihan;
c.lembagapenelitian;
d.lembagapembinaan;
e.lembagapendidikannonformal,informal,sanggar;
f. lembagapondokpesantren,TPQ;dan
g.lembagasejenisnya.

(2)Penghentiansementarakegiatandiinstitusipendidikanlainnyasebagaimanadimaksud
padaayat(1),dikecualikan bagilembagapendidikan,pelatihan,dan penelitian yang
berkaitandenganpelayanankesehatan.

(3)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan diinstitusipendidikan lainnya
sebagaimanadimaksudpadaayat(1),kegiatan,aktivitaspembelajaran,danpelayanan
administrasidilakukansecaradaringdarirumahsesuaiketentuandariinstansi/dinas
terkait.

Pasal8
(1)Dalam penghentiansementarakegiatanselamapemberlakuanPSBB,penanggungjawab

sekolah/madrasahdaninstitusipendidikanlainnyawajib:
a.memastikan proses pembelajaran tetapberjalan danterpenuhinya hakpeserta

didikdalam mendapatkanpendidikan;
b.melakukanpencegahanpenyebaranCorona VirusDisease (COVID-19)dilokasidan

lingkungansekolah/madrasahdan/atauinstitusipendidikanlainnya;dan
c.menjagakeamanansekolah/madrasahdan/atauinstitusipendidikanlainnya.

(2)Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19)dilokasidan
lingkungansekolahdan/atauinstitusipendidikanlainnyasebagaimanadimaksud pada
ayat(1)hurufb,dilakukansecaraberkaladengancara:
a.membersihkandanmelakukandisinfeksisaranadanprasaranasekolah;dan
b.menerapkanprotokolpencegahanpenyebaranCoronaVirusDisease(COVID-19)bagi

pendidik,tenagakependidikandanwargabelajarlainnya.

BagianKetiga
PembatasanAktivitasBekerjadiTempatKerja

Pasal9



(1)Selama pemberlakuan PSBB,dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di
tempatkerja/kantor.

(2)Selamapenghentiansementaraaktivitasbekerjaditempatkerja/kantorsebagaimana
dimaksudpadaayat(1),harusmenggantiaktivitasbekerja ditempatkerjadengan
aktivitasbekerjadirumah/tempattinggal.

(3)Pimpinantempatkerjayangmelakukanpenghentiansementaraaktivitasbekerjadi
tempatkerjasebagaimanadimaksudpadaayat(2),harus:
a. menjaga agarpelayananyangdiberikandan/atau aktivitas usaha tetapberjalan

secaraterbatas;
b. menjagaproduktivitas/kinerjapekerja;
c. melakukanpencegahanpenyebaranCorona VirusDisease(COVID-19)dilokasidan

lingkungantempatkerja;
d. menjagakeamananlokasidanlingkungansekitartempatkerja;dan
e. memberikanperlindungan kepada pekerja yangterpaparCorona VirusDisease

(COVID-19)sesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(4)Upayapencegahan penyebaran Corona Virus Disease(COVID19) dilokasidan

lingkungan tempatkerja sebagaimanadimaksudpadaayat (3) hurufc,dilakukan
secaraberkaladengancara:
1. membersihkanlingkungantempatkerja;

2. melakukandisinfeksipadalantai,dindingdanperangkatbangunantempatkerja;dan

3. menutupaksesmasukbagipihak-pihakyangtidakberkepentingan.

Pasal10
(1)Penghentiansementaraaktivitasbekerjaditempatkerja/kantorsebagaimanadimaksud

dalam Pasal7ayat(1),dikecualikanbagitempatkerja/kantordengankategori:
a.seluruhkantor/instansipemerintahantermasukDPRD,baikpusatmaupundaerah

berdasarkanpengaturandarikementerianterkait;
b.BadanUsahaMilikNegara/Daerahyangturutsertadalam penangananCoronaVirus

Disease(COVID-19)dan/ataupemenuhankebutuhan pokokmasyarakatmengikuti
pengaturandarikementerianterkait,PemerintahProvinsiJawaTimur,dan/atau
PemerintahKabupatenSidoarjo;

c.pelakuusahayangbergerakpadasektor:
1. kesehatan;
2. bahanpangan/makanan/minuman/pakanternak;
3. energi(BBM,LPG,PelumasdanAvtur);
4. komunikasidanteknologiinformasi;
5. keuangan;
6. logistik/Distributor;
7. perhotelan;
8. konstruksi;

9. industristrategis;

10. pelayanandasar,utilitaspublikdanindustriyangditetapkansebagaiobjekvital

nasionaldanobjektertentu;dan/atau

11. kebutuhansehari-hari;

d.organisasikemasyarakatan lokaldan internasionalyang bergerak pada sektor

kebencanaandan/atausosial.

(2)Dalam halmelakukanpengecualianterhadappenghentiansementaraaktivitasbekerjadi

tempatkerja/kantorsebagaimanadimaksudpadaayat(1),pimpinantempatkerjawajib

melakukan:

a. pembatasaninteraksidalam aktivitaskerja;

b. larangansetiaporangyangmempunyaipenyakitpenyertadan/ataukondisiyang

dapatberakibatfatalapabilaterpaparCorona Virus Disease(COVID-19)untuk

melakukankegiatanditempatkerja,antaralain:

1.penderitatekanandarahtinggisedangdanberat;

2.pengidappenyakitjantung;

3.pengidapdiabetes;



4.penderitapenyakitparu-paruobstruktif;

5.penderitakankerstadium 2keatas;

6.ibuhamil;dan

7.usialebihdari60(enam puluh)tahun;

c. penerapanprotokolpencegahanpenyebaranCoronaVirusDisease(COVID-19) di

tempatkerja,meliputi:

1. memastikantempatkerjaselaludalam keadaanbersihdanhigienis;

2. seluruhkaryawandiareaperkantoranmenggunakanmaskerdanmencucitangan

secarateraturdengansabundanairmengalirataumenggunakanpembersih

tangan(handsanitizer);

3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Virus Corona

Disease (Covid -19)dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekatuntuk

tindakandarurat;

4. menyediakanvitamindannutrisiyangmengandungvitamingunameningkatkan

imunitaspekerja;

5. melakukan disinfeksisecara berkala pada lantai, dinding dan perangkat

bangunantempatkerja;

6. melakukan deteksidan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki

tempatkerjasertamemastikankaryawanyang bekerjaditempatkerjatidak

sedangmengalamisuhutubuhdiatasnormalatausakit(lebihdariatausama

dengan38derajatcelcius);

7. mengharuskan cucitangan dengan airmengalir,sabun dan/atau pembersih

tangan (hand sanitizer)termasuk menyediakan fasilitas cucitangan yang

memadaidanmudahdiaksespadatempatkerja;

8. menjaga jarak antar sesamakaryawan(physical distancing)palingsedikit

dalam rentang1(satu)meter;

9. melakukanpenyebaraninformasisertaanjuran/ himbauanpencegahanCorona

VirusDisease(COVID-19)untukdisebarluaskanpadalokasistrategisditempat

kerja;dan

10. dalam hal ditemukan adanyakaryawanditempatkerjayangmenjadipasien

dalam pengawasan,maka:

a) aktivitas pekerjaan diruangan/tempatkerjaharusdihentikansementara

secaraselektifpalingsedikit14(empatbelas)harikerja;

b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan

penyemprotandisinfektanpadaseluruhtempat,fasilitasdanperalatankerja;

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan

penyemprotandisinfektan,sertapelaksanaanpemeriksaankesehatandan

isolasitenagakerjayangpernahmelakukankontakfisik dengan tenaga

kerja yangterpaparCorona Virus Disease(COVID-19)telahselesai;dan

d) tidakmemberhentikansecaratetapkaryawanyangterpaparcovid-19.
(3)Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman,penanggungjawab restoran/

rumahmakan/usahasejenismemilikikewajibanuntuk:
a.membatasilayananhanyauntukdibawapulangsecaralangsung(takeaway),melalui

pemesanansecaradaring,dan/ataudenganfasilitastelepon/layananantar;
b.menjagajarak(physicaldistancing)antreanantarpelanggan;
c.menerapkanprinsiphigienesanitasipangandalam prosespenangananpangansesuai

ketentuan;
d.menyediakanalatbantusepertisarungtangandan/ataupenjepitmakananuntuk

meminimalkankontaklangsungdenganmakanansiapsajidalam prosespersiapan,
pengolahandanpenyajian;

e.memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai
standar;

f. melakukanpembersihanareakerja,fasilitasdanperalatan,khususnyayangmemiliki
permukaanyangbersentuhanlangsungdenganmakanan;

g.menyediakantempatcucitangandengansabunbagipelanggandankaryawan;
h.melarangbekerjakaryawanyangsakitataumenunjukkansuhutubuhdiatasnormal,



batuk,pilek,diaredansesaknafas;
i. mengharuskankaryawanyangbertugassecaralangsungdalam prosespenyiapan

makanan/minumanmenggunakansarungtangan,maskerkepaladanpakaiankerja
sesuaipedomankeselamatandankesehatankerja;dan

j. untukrestoran,café,warungdilarangmenyediakanmejadankursi/tempatduduk
danfasilitaspenunjanglainnyadalam memberikanpelayanankepadamasyarakat.

(4)Terhadapkegiatanperhotelan,penanggungjawabhotelwajib:
a.menyediakanlayanankhususbagitamuyanginginmelakukanisolasimandiri;
b.membatasitamuhanyadapatberaktivitasdalam kamarhoteldenganmemanfaatkan

layanankamar(room service);
c.meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotelyang dapat

menciptakankerumunanorangdalam areahotel;
d.melarangtamuyangsakitataumenunjukkangejalainfeksisalurannafasyaitusuhu

tubuhdiatasnormal,demam,batuk,pilek,diaredansakittenggorokanatausesak
nafasuntukmasukhotel;dan

e.mengharuskankaryawanmenggunakanmasker,sarungtangandanpakaiankerja
sesuaipedomankeselamatandankesehatankerja;

f. mengharuskancucitangandenganairmengalir,sabundan/ataupembersihtangan
(handsanitizer)sertamenyediakanfasilitascucitanganyangmemadaidanmudah
diaksespadatempatkerja.

(5)Terhadapkegiatankonstruksi,pemilikdan/ataupenyediajasapekerjaankonstruksi
memilikikewajibanuntuk:
a. menunjukpenanggungjawabdalam pelaksanaanpencegahancovid-19 di

kawasanproyek;

b. membatasiaktivitasdaninteraksi pekerjahanyadilakukandi dalam kawasan
proyek;

c. menyediakantempattinggaldankebutuhanhidupsehari-hariseluruhpekerjaselama
beradadikawasanproyek;

d. menyediakan ruang kesehatan di tempatkerja yang dilengkapidengansarana
kesehatanyangmemadai;

e. mengharuskan pekerjamenggunakan masker,sarung tangan,dan pakaian kerja
sesuaipedomankeselamatandankesehatankerja;

f. mengharuskancucitangandenganairmengalir,sabundan/ataupembersihtangan
(handsanitizer)sertamenyediakanfasilitascucitanganyangmemadaidanmudah
diaksespadatempatkerja;

g. melarangsetiaporang,baikpekerjamaupuntamu,yangmemilikisuhubadandiatas

normaluntukberadadidalam lokasikerja;

h. menyampaikanpenjelasan,anjuran,kampanye,promositeknikpencegahanCorona

Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatanpenyuluhankeselamatandan

kesehatankerjapagihariatausafetymorningtalk;dan

i. melakukanpemantauankesehatanpekerjaselamaberadadikawasanproyeksecara

berkala.

BagianKeempat

PembatasanKegiatanKeagamaandiRumahIbadah

Pasal11

(1)SelamapemberlakuanPSBB,dilakukanpenghentiansementarakegiatankeagamaandi

rumahibadahdan/atauditempattertentu.

(2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)yaitupelaksanaan

shalatrawatib,dapatdilaksanakandenganberjama’aholehwarga/masyarakatdisekitar



masjid/musholadengantetapmemperhatikanprotokolkesehatan.

(3)Selamapenghentiansementarakegiatankeagamaandirumahibadahdan/ataudi

tempattertentusebagaimanadimaksudpadaayat(1),kegiatankeagamaandilakukandi

rumahmasing-masing.

(4)Pembimbing/guruagamadapatmelakukankegiatanpembinaankeagamaansecara

virtual.

(5)Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan/atau di

tempattertentusebagaimanadimaksudpadaayat(1),kegiatanpenandawaktuibadah

sepertiadzan,lonceng,dan/ataupenandawaktulainnyadilaksanakansepertibiasa.

Pasal12

(1)SelamapemberlakuanPSBB,penanggungjawabrumahibadahharus:

a.memberikanedukasiataupengertiankepadajamaahmasing-masinguntuktetap

melakukankegiatankeagamaandirumah;

b.melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)dirumah

ibadah;dan

c.menjagakeamananrumahibadah.

(2)Upaya pencegahan penyebaran Corona VirusDisease(COVID 19)dirumah ibadah

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,dilakukansecaraberkaladengancara:

a. membersihkanrumahibadahdanlingkungansekitarnya;

b. melakukandisinfeksipadalantai,dinding,danperalatandidalam rumahibadah;dan

c. menutupaksesmasukbagipihak-pihakyangtidakberkepentingan.

BagianKelima

PembatasanKegiatandiTempatatauFasilitasumum

Pasal13

(1)SelamapemberlakuanPSBB,dilakukanpenghentiansementaraataskegiatan ditempat

ataufasilitasumum.

(2)Pengelolatempat atau fasilitasumum wajib menutup sementara tempatatau
fasilitasumum untukkegiatanpendudukselamapemberlakuanPSBB.

(3)Penghentiansementarakegiatanditempatataufasilitasumum sebagaimanadimaksud
padaayat(1),dikecualikanbagikegiatanpendudukuntuk:
a.memenuhikebutuhanpokokdan/ataukebutuhansehari-hari;
b.melakukankegiatanolahragasecaramandiri.

Pasal14
(1)Pemenuhankebutuhanpokoksebagaimanadimaksuddalam Pasal11ayat(3)hurufa,

meliputikegiatanpenyediaan,pengolahan,penyalurandan/ataupengiriman:
a.bahanpangan/makanan/minuman/pakanternak;
b.energi(BBM,LPG,Pelumas,Avtur,Batubara);
c.komunikasidanteknologiinformasi;
d.keuangan,perbankandansistem pembayaran;dan/atau
e.logistik/Distributor.

(2)Pemenuhankebutuhansehari-harisebagaimanadimaksuddalam Pasal11ayat(3)
hurufa,meliputi:
a.penyediaanbarangretaildi:

1.pasarrakyat/tradisional;
2. tokoswalayanberjenisminimarket,supermarket,hypermarket,perkulakan dan

toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada dipusat
perbelanjaan;atau

3.toko/warung/warungkelontong;
b.jasabinatu(laundry).

(3)Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB



sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2),pelaku usaha wajib mengikuti
ketentuanpembatasankegiatansebagaiberikut:
a.mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarakjauh dengan

fasilitaslayananantar;
b.turutmenjagastabilitasekonomidankemampuandayabelikonsumenbarangdengan

tidakmenaikkanhargabarang;
c.melakukandisinfeksisecaraberkalapadatempatusaha;
d.melakukandeteksidanpemantauansuhutubuhkaryawandankonsumen yang

memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawanyangbekerjatidaksedang
mengalamisakitataumenunjukkangejalasuhutubuhdiatasnormal,batuk,pilek,
diare,dansakittenggorokanatausesaknafas;

e.mewajibkanpembelimenggunakanmasker;
f. menerapkanpembatasanjarakantarsesamakonsumen(physicaldistancing) yang

datangkepasar/toko;
g.mewajibkansetiapkaryawanuntukmenggunakanmaskerdanpakaian kerja sesuai

pedomankeselamatandankesehatankerja;dan
h.melaksanakananjurancucitangandenganairmengalir,sabun dan/atau pembersih

tangan(handsanitizer)sertamenyediakanfasilitascucitanganyangmemadaidan
mudahdiaksesolehkonsumendankaryawan.

Pasal15
(1)Kegiatan olahragasecaramandirisebagaimanadimaksuddalam Pasal 11ayat(3)

hurufb,dapatdilakukan secara terbatas oleh penduduk diluarrumah selama
pemberlakuanPSBB.

(2)Kegiatanolahragasecaramandirisebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilaksanakan
denganketentuan:
a.dilakukansecaramandiridantidakberkelompok;dan
b.dilaksanakansecaraterbataspadaareasekitarrumahtinggal.

BagianKeenam
PembatasanKegiatanSosialdanBudaya

Pasal16
(1)SelamapemberlakuanPSBB,dilakukanpenghentiansementaraataskegiatansosialdan

budayayangmenimbulkankerumunanorang.
(2)Kegiatansosialdanbudayasebagaimanadimaksudpadaayat(1)termasukkegiatan

yangberkaitanperkumpulanataupertemuan:
a.politik;
b.olahraga;
c.hiburan;
d.akademik;dan
e.budaya.

(3)Pengecualiankegiatanpolitiksebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufa,dilakukan
terhadapkegiatanDPRD,dengantetapmemperhatikanprotokolkesehatan.

Pasal17
(1)Penghentiankegiatansosialdanbudayasebagaimanadimaksuddalam Pasal14ayat

(1),dikecualikanuntukkegiatan:
a. khitanan;
b. pernikahan/perkawinan;dan
c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Corona Virus

Disease(COVID-19);
(2)Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilaksanakandenganketentuan:
a. dilakukanpadafasilitaspelayanankesehatan;



b. dihadiriolehkalanganterbatas;

c. menggunakanmasker;
d. meniadakanacaraperayaanyangmengundangkeramaian;dan

e. menjagajarakantarpihakyanghadir(physicaldistancing).
(3)Pelaksanaan kegiatan pernikahan/ perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)hurufb,dilaksanakandenganketentuan:
a. dilakukandiKantorUrusanAgama(KUA)dan/atauKantorCatatanSipil;
b. dihadiriolehkalanganterbatas,yaitukeluargainti;
c. menggunakanmaskerdansarungtangan;
d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang

mengakibatkankumpulanmassa;dan
e. menjagajarakantarpihakyanghadir(physicaldistancing).

(4)Pelaksanaankegiatanpemakamandan/atautakziahkematianyangtidakdiakibatkan
Corona Virus Disease (COVID-19)sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc,
dilaksanakandenganketentuan:
a. dilakukandirumahduka;
b. dihadiriolehkalanganterbatas,yaitukeluargainti;
c. menggunakanmasker;dan
d. menjagajarakantarpihakyanghadir(physicaldistancing).

BagianKetujuh
PembatasanPenggunaanModaTransportasi

UntukPergerakanOrangdanBarang

Pasal18
(1)Selama pemberlakuan PSBB,semua kegiatan pergerakan orang dan/ataubarang

dihentikansementara,kecualiuntuk:
a. pemenuhankebutuhanpokok;
b. kegiatanlainkhususterkaitaspekpertahanandankeamanan;dan
c. kegiatanyangdiperbolehkanselamapemberlakuanPSBB.

(2)Penghentian sementarakegiatanpergerakanorangsebagaimanadimaksudpadaayat
(1),dikecualikanuntukjenismodatransportasi:
a. kendaraanbermotorpribadi;
b. angkutanorangdengankendaraanbermotorumum;
c. angkutansungai,danau,danpenyeberangan;
d. kendaraanoperasionaldinaspemerintah,TNIdanPolri,dan
e. sepedalistrik/sepedaangin.

(3)Penghentiansementarakegiatanpergerakanbarangsebagaimanadimaksud padaayat
(1),dikecualikanuntuksemuajenismodatransportasi.

(4)Pengguna kendaraan mobilpenumpang pribadiwajib mengikutiketentuan sebagai
berikut:
a. digunakanhanyauntukpemenuhankebutuhanpokokdan/atauaktivitaslainyang

diperbolehkanselamaPSBB;
b. melakukandisinfeksikendaraansetelahselesaidigunakan;
c. menggunakanmaskerdidalam kendaraan;
d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen)darikapasitas

kendaraandenganmemperhatikanphysicaldistancing;dan
e. tidakberkendarajikasedangmengalamigejalasuhutubuhdiatasnormal,batuk,pilek,

diaredansakittenggorokanatausesaknafas.
(5)Pengguna sepedamotorpribadi,sepeda listrik dan sepeda angin diwajibkan untuk

mengikutiketentuansebagaiberikut:
a. digunakanhanyauntukpemenuhankebutuhan pokok dan/atauaktivitaslainyang

diperbolehkanselamaPSBB;
b. melakukandisinfeksikendaraandanatributsetelahselesaidigunakan;
c. menggunakanmaskerdansarungtangan;



d. tidakberkendarajikasedangmengalamigejalasuhutubuhdiatasnormal,batuk,
pilek,diaredansakittenggorokanatausesaknafas;dan

e. tidakmengangkutpenumpang/berboncengankecualidengananggotakeluarga.
(6)Angkutanrodaduaberbasisaplikasidibatasipenggunaannyahanyauntukpengangkutan

barang.
(7)Kendaraanpribadi,angkutanorangdengankendaraanbermotorumum dan/atau moda

transportasibarangwajibmengikutiketentuansebagaiberikut:
a.untukangkutanorangmembatasijumlah orang palingbanyak50% (limapuluh

persen)darikapasitasangkutandenganmemperhatikanphysicaldistancing;
b.untukangkutanbarangberkursi:

1)satubarisdiangkutpalingbanyak2(dua)orang;dan
2)duabarisdiangkutpalingbanyak3(tiga)orang;

c.membatasijam operasionaldan/atau kawasan tertentu sesuaipengaturan dari
PemerintahKabupatenSidoarjodan/atauinstansiterkait;

d.melakukandisinfeksisecaraberkalamodatransportasiyangdigunakan;
e.menggunakanmaskerdansarungtangan;
f. melakukan deteksidan pemantauan suhu tubuh petugasdan penumpang yang

memasukimodatransportasi;
g.memastikanpetugasdanpenumpangmodatransportasitidaksedangmengalami

suhutubuhdiatasnormalatausakit;dan
h.menerapkanketentuanmengenaijagajaraksecarafisik(physicaldistancing),baik

padasaatantrianmaupunsaatdidalam angkutan.
(8)Angkutansungai,danau,danpenyeberangandapatmengangkutpenumpangdengan

ketentuan:
a. melakukanpembatasanjumlahpenumpangpalingbanyak50%(limapuluhpersen)

darijumlahkapasitasangkutpenumpang;
b. menerapkanketentuanmengenaijagajaraksecarafisik(physicaldistancing),baik

padasaatantrianmaupunsaatdidalam angkutan;dan
c. menerapkanwaktuoperasionalpelabuhanyangdisesuaikandenganjadwaloperasi

kapal.
(9)Dalam rangka Pembatasan penggunaan moda transportasibaik Pergerakan Orang

maupunbarang,PemerintahKabupatenSidoarjomelaluidinasterkaitmembentukcek
poin disetiap perlintasan perbatasan dan tempat-tempatyang dibutuhkan untuk
melakukanpemeriksaansesuaiprotokolkesehatan.

(10)Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasiuntuk orang dan barang
sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukansesuaipetunjukteknisyangditetapkan
olehPerangkatDaerahyangmembidangiurusanpemerintahbidangperhubungan.

BABV
KEGIATANTERTENTUYANGTETAPDILAKSANAKANSELAMAPSBB

Pasal19
KegiatantertentuyangtetapdilaksanakanselamaPSBBmeliputi:
a. fasilitaspelayanan kesehatan dan/atau fasilitaslainnya yang berhubungan dengan

penanganancovid-19;

b. kegiatanlainyangberkaitandenganaspekpertahanandankeamanan;dan

c. aktivitasGugusTugasPusat,Provinsi,danKabupaten;dan

d. DPRDdankegiatanPanitiaKerjaCovid-19DPRD.

BABVI
HAKDANKEWAJIBANPENDUDUKSERTAPEMENUHANKEBUTUHANDASAR

SELAMAPSBB

BagianKesatuHakdan



Kewajiban

Pasal20
(1)SelamapemberlakuanPSBB,setiappendudukdiKabupatenSidoarjo mempunyaihak

yangsamauntuk:
a.memperolehperlakuandanpelayanandariPemerintahKabupatenSidoarjo;
b.mendapatkanpelayanankesehatandasarsesuaikebutuhanmedis;
c.memperolehdatadaninformasimengenaiCorona VirusDisease(COVID-19)sesuai

dengankodeetikkedokteran;
d.kemudahanaksesdalam melakukanpengaduanmengenaiCoronaVirusDisease

(COVID-19);dan
e.pelayananambulan,pemulasaraandanpemakamanjenazahCorona VirusDisease

(COVID-19)dan/atauterdugaCoronaVirusDisease(COVID-19).
(2)Pemenuhanhaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukansesuaipetunjukteknis

yangditetapkanolehKetuaGugusTugasCOVID-19.

Pasal21
(1)SelamapemberlakuanPSBB,setiappendudukdiwilayahKabupatenSidoarjowajib:

a.mematuhiseluruhketentuandalam pelaksanaanPSBB;
b.ikutsertadalam pelaksanaanPSBB;dan
c.melaksanakanperilakuhidupbersihdansehat(PHBS).

(2)Dalam halpenangananCoronaVirusDisease(COVID-19),setiappendudukwajib:
a. mengikutitestingdanpemeriksaansampeluntukCoronaVirusDisease(COVID-19)

dalam penyelidikanepidemiologi(contact tracing)apabilatelahditetapkanuntuk
diperiksaolehpetugas;

b. melakukan isolasimandiriditempattinggaldan/atausheltermaupunperawatan
dirumahsakitsesuairekomendasitenagakesehatan;dan

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/ataukeluarganya
terpaparCoronaVirusDisease(COVID-19).

(3)Pelaksanaankewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(2),dilakukansesuaidengan

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PerangkatDaerah yang membidangiurusan

pemerintahbidangkesehatan.

(4)Pelanggaranterhadapkewajibansebagaimanadimaksudayat(1)danayat(2),dikenakan

sanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKedua

PemenuhanKebutuhanDasarPendudukSelamaPSBB

Pasal22

(1)PemerintahKabupatenSidoarjodapatmemberikanbantuantunaidan/ataubantuan

pangan non tunaikepada penduduk yang terdampak dalam memenuhikebutuhan

pokoknyaselamapelaksanaanPSBB.

(2)Bantuantunaidan/ataubantuanpangannontunaisebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikandalam bentukbahanpokokdan/ataubantuanlangsunglainnyayang

mekanismepenyalurannyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)Penetapanpenerimabantuantunaidan/ataubantuanpangannontunaisebagaimana

dimaksudpadaayat(2),ditetapkandenganKeputusanBupati.

Pasal23

(1)PemerintahKabupatenSidoarjodapatmemberikaninsentifkepadaPelaku Usahayang

terdampakpelaksanaanPSBB.

(2)Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikandalam bentuk:

a. penguranganpajakdanretribusidaerahbagipelakuusaha;

b. pemberianbantuansosialkepadakaryawanyangterdampakataspelaksanaanPSBB;

dan/atau



c. bantuanlainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)Pemberianinsentifsebagaimanadimaksudpadaayat(2),dilaksanakansesuaiketentuan

peraturanperundang-undangandanmempertimbangkankemampuankeuangandaerah.

BABVII

SUMBERDAYAPENANGANANCORONA VIRUSDISEASE(COVID-19)

Pasal24

(1)Dalam rangkamelaksanakanpenanganandanpenanggulangan CoronaVirusDisease
(COVID-19)diwilayahKabupatenSidoarjo,PemerintahKabupatenSidoarjomenyusun

basisdatadaninformasikebutuhanpenyediaandanpenyaluransumberdaya.

(2)Prosedurdanpenggunaansistem informasidalam rangkapenyediaan danpenyaluran

sumberdayasebagaimanadimaksudpadaayat(1),ditetapkanoleh PerangkatDaerah

yangmembidangiurusanpemerintahbidangKomunikasidanInformatika.

Pasal25

(1)PemerintahKabupatenSidoarjodapatmelakukankerjasamadalam pelaksanaanPSBB

denganberbagaipihaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandalam bentuk:

a.dukunganSumberDayaManusia;

b.saranadanprasarana;

c.datadaninformasi;dan

d.jasadan/ataudukunganlain.

BABVIII
PEMANTAUAN,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal26
(1)PemantauandanevaluasiterhadappelaksanaanPSBBdilakukandalam rangkamenilai

keberhasilanpelaksanaanPSBBdalam memutusrantaipenularanCoronaVirusDisease
(COVID-19).

(2)Pemantauandanevaluasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukanolehGugus
TugasCOVID-19melaluipemantauanataupemeriksaan kelapangansesuaidengan
wewenangdantanggungjawab.

(3)Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
didasarkanpadakriteria:
a. pelaksanaanPSBB sesuaidenganPeraturanBupatiini;
b. jumlahkasus;
c.jumlahkematian;dan
d. sebarankasus.

Pasal27
(1)Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, swasta, akademisi,

masyarakat,RukunTetanggadanRukunWarga,sertamediaturutberpartisipasiaktif
melakukanpemantauanpelaksanaanPSBB.

(2)Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilaporkan
melaluikanalpenanganan pengaduan masyarakatyang dimilikioleh Pemerintah
KabupatenSidoarjo.

(3)Hasilpelaporanolehmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(2),ditindaklanjuti
olehGugusTugasCOVID-19sesuaidengankewenangandantanggungjawab.

BABIX

SUMBERDANA

Pasal28



Segala biaya yang timbuldalam rangka pelaksanaan PSBB diKabupaten Sidoarjo

dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenSidoarjodan/atau

sumberdanalainyangsahsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

BABX
SANKSI

Pasal29
(1)Bupatimenerapkansanksiadministratifkepadasetiaporangdan/ataupenanggung

jawabkegiatanyangmelakukanpelanggaranterhadapketentuandalam Pasal5ayat(2),
Pasal8ayat(1),Pasal10ayat(2),ayat(3),ayat(4),danayat(5),Pasal13ayat(2),dan
Pasal14ayat(3).

(2)Pelaksanaan penerapan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan
olehPerangkatDaerahterkait.

(3)Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:

a. teguranlisan;

b. tegurantertulis;

c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/ atau
pemulihan;dan/atau

d. pencabutanizinsesuaidengankewenangannya.

(4)Dalam rangkapenegakansanksi,pemerintahdaerahmenyediakanpembiayaan,sarana
danprasarana.

Pasal30
SetiappengendarakendaraanbermotoryangmelakukanpelanggaranketentuanPasal18
ayat(4),ayat(5),ayat(6),dan/atauayat(7),dikenakansanksiadminitratifsebagaimana
dimaksuddalam Pasal29ayat(2).

Pasal31
Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
danPasal30,PenegakHukum dapatmenerapkankewenangannyasesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal32

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahui,memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidengan

penempatannyadalam BeritaDaerahKabupatenSidoarjo.

DitetapkandiSidoarjo
padatanggal24April2020

WAKILBUPATISIDOARJO,

tdd

NURAHMADSYAIFUDDIN



DiundangkandiSidoarjo
Padatanggal24April2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENSIDOARJO,

ttd

ACHMADZAINI

BERITADAERAHKABUPATENSIDOARJOTAHUN2020NOMOR31


